
PEMBANGUNAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU 
WBK/WBBM



ZI

• Hakekat pembangunan ZI
• Proses pembangunan ZI
• 5 langkah strategi membangun ZI
• Kerangka Logis ZI
• Stranas PK
• Perbedaan ZI Lama dan baru

• Pengajuan ZI
• Syarat Pengajuan

• Proses Penilaian dan penetapan WBK/WBBM
• Perkembangan pembangunan ZI
• PMPZI



HAKEKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBBM)

INDEKS RB

Unit Percontohan
1) Dianggap sebagai unit yang

penting/strategis dalam melakukan  
pelayanan publik

2) Mengelola sumber daya yang cukup besar
3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi

Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

Merupakan Miniatur Implementasi Reformasi Birokrasi di 
Unit Kerja

Bertujuan untuk membangun program RB sehingga
mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang
anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan
pelayanan publik yang berkualitas

Membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada 
Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani



PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan ZI

• Penandatangan  
pakta integritas

• Pernyataan
komitmen

Pembangunan ZI

• Menetapkan unit 
kerja

• Membangun dan 
melakukan monev 
atas pembangunan

Pengusulan ZI

• Penilaian mandiri 
oleh TPI

• Pengusulan ke 
Kementerian 
PANRB

Reviu oleh TPN

• Verifikasi di 
lapangan

• Survey oleh BPS

Penetapan
WBK/WBBM

• Panel TPN
• Kementerian PAN RB 

bersama KPK dan 
Ombudsman 
menetapkan bersama



5 Langkah Strategi Membangun ZI

KOMITMEN
Komitmen  

pimpinan dan 
semua karyawan

dengan
melibatkan  

bawahan dalam 
pelaksanaan 

reformasi 
birokrasi dan 

menularkan 
semangat dan visi

yang sama

1

2

KEMUDAHAN
PELAYANAN

Menyediakan
Fasilitas  

Lebih Baik
dan  

Semangat 
Hospitallitty

untuk
kepuasan

publik

3

PROGRAM YANG 
MENYENTUH 
MASYARAKAT

Membuat program
yang membuat
unit kerja lebih

dekat ke
masyarakat  

sehingga 
masyarakat  
merasakan

kehadiran unit 
kerja tersebut

4

MONITORING DAN  
EVALUASI

Melakukan
pemantauan
dan evaluasi
berkelanjutan

untuk
memastikan  

bahwa program 
yang sedang 

dijalankan tetap
di jalurnya

5

MANAJEMEN  
MEDIA

Menetapkan strategi  
komunikasi untuk 

memastikan bahwa 
setiap aktivitas dan 
inovasi perubahan

yang telah 
dilakukan diketahui 

oleh masyarakat



KERANGKA LOGIS
Pembangunan Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM
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PENATAAN TATALAKSANA  
(5)

PENATAAN MANAJEMEN SDM  
(15)

PENGUATAN PENGAWASAN (15)

PENGUATAN AKUNTABILITAS  
KINERJA (10)

Nilai persepsi korupsi 
(survei eksternal) (15)

Presentase penyelesaian TLHP (5)

Nilai persepsi kualitas pelayanan 
(survei eksternal) (20)



Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

PERPRES
54/2018

Strategi Nasional Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi 

Jangka Panjang 2012 – 2025 dan

Jangka Menengah 2012 – 2014

Strategi Nasional 

pencegahan korupsi

PERPRES 55/2012

Tugas Timnas

1. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi

pelaksanaan Stranas PK

2. Membuat laporan capaian pelaksanaan Stranas PK

3. Mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK 

kepada masyarakat

3







PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMA
Syarat Pengajuan Zona Integritas

SYARAT WBK WBBM

Tingkat Instansi  
pemerintah

Opini BPK minimal
“WDP”

Opini BPK minimal
“WTP”

Nilai AKIP minimal “B”

Tingkat unit kerja Unit kerja yang diajukan merupakan core 
layanan utama dari instansinya

Mengelola sumber daya yang cukup besar

Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi
Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

Telah mendapat  
predikat WBK 
sebelumnya

LHKASN dan LHKPN 100%

Permenpan
52/2014

Permenpan 10/2019

Mandiri



PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS
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Unit Kerja
Percontohan

Penilaian TPI

Pemenuhan
Indikator Hasil

Pemenuhan  
Indikator 

Pengungkit

Reviu TPN

MEMENUHI  
SYARAT

TIDAK MEMENUHI 
SYARAT



Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM

SYARAT WBK WBBM

Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) 
minimal

75 85

Nilai komponen hasil
“Terwujudnya Pemerintah yang
Bersih dan Bebas KKN” minimal

18 18

Nilai sub-komponen “Survei 
Persepsi Anti Korupsi” minimal

13,5 13,5

Nilai sub-komponen “Persentasi 
TLHP” minimal

3,5 3,5

Nilai komponen hasil
“Terwujudnya Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik kepada 
Masyarakat” minimal

- 16

SYARAT WBK WBBM

Nilai Total 75 85

Nilai Minimal Pengungkit 40 48

Bobot nilai minimal per area 
pengungkit

60% 75%

Nilai komponen hasil “Terwujudnya 
Pemerintah yang Bersih dan Bebas 
KKN” minimal

18,50 18,88

Nilai sub-komponen “Survei Persepsi
Anti Korupsi” minimal

13,5
(survey 3,60)

13,88
(survey 3,70)

Nilai sub-komponen “Persentasi
TLHP” minimal

5,0 5,0

Nilai komponen hasil “Terwujudnya 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
kepada Masyarakat” minimal

15
(survey 3,00)

17
(survey 3,40)

PERMENPANRB 52/2014 2019

Mandatory Mandiri



Terdapat peta proses 
bisnis pelayanan utama 

kawasan yang 
menggambarkan integrasi 

lintas unit kerja pada 
suatu kawasan;

Terdapat Monev 
pelaksanaan proses bisnis 

pelayanan utama yang 
dilakukan secara berkala;

Implementasi peta proses 
bisnis pelayanan utama 
ditindaklanjuti dengan 

pembuatan SOP di 
internal unit kerja;

Terdapat Monev 
pelaksanaan SOP turunan 

peta proses bisnis di 
internal unit kerja yang 

dilakukan secara berkala;

Terdapat sistem informasi 
dalam pelaksanaan proses 

bisnis yang terintegrasi 
antar unit kerja pada 

suatu kawasan

Penetapan Kawasan Berpredikat WBK dan WBBM

Kondisi Unit Kerja
Integrasi

Kawasan
Penetapan

1 Tidak seluruh unit
Tidak ada

integrasi

Tidak Memenuhi Kawasan

WBK/WBBM

2 Tidak seluruh unit Ada integrasi
Tidak Memenuhi Kawasan

WBK/WBBM

3 Seluruh unit
Tidak ada

Integrasi

Tidak Memenuhi Kawasan

WBK/WBBM

4 Seluruh unit Ada integrasi
Memenuhi Kawasan

WBK/WBBM

SYARAT WBK WBBM

Unit kerja
Semua unit kerja 

memenuhi kriteria 
predikat WBK

Semua unit kerja 
memenuhi kriteria 

WBBM

Skor Integrasi  
Proses Bisnis

6,5 7,5

ILUSTRASI

INTEGRASI PROSES BISNIS

Mandatory



Permohonan reviu pembangunan ZI 
kepada TPN menggunanakan PMP-ZI 

melalui alamat website 
www.pmpzi.menpan.go.id.

Tujuan:
Mempercepat proses pembangunan dan pengajuan Zona Integritas yang 
dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal pengumpulan 

data, pengolahan data, evaluasi data, dan monitoring.

http://www.pmpzi.menpan.go.id/
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TERIMA KASIH

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi


